\"J‘

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 280 /2023

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH TABALONG
JAYA PERSADA KABUPATEN TABALONG MASA JABATAN 2023-2027

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas
atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Daerah;

bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Calon Dewan
Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada
Nomor 06/PANSEL-TJP/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023,
maka perlu ditetapkan Dewan Pengawas Perusahaan Umum
Daerah Tabalong Jaya Persada Kabupaten Tabalong Masa
Jabatan 2023-2027;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas
Atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya
Persada (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017
Nomor 12);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Persyaratan dan Mekanisme Seleksi Direksi dan Dewan
Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah
Tabalong Jaya Persada Kabupaten Tabalong Masa Jabatan 2023-
2027 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan Umum
Daerah Tabalong Jaya Persada;

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam

menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah

Tabalong Jaya Persada;

melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati;

. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap

program kerja yang diajukan oleh Direksi;
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e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap
laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan

f. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja
Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada.

KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
diberikan gaji setiap bulan dan penghasilan lain yang sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal of September 3033

/ BUPATI TABALONG, Vlbf

ANANG SYAKHFIANI %

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Yang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 380 /2023
TANGGAL o7 September 2003

DAFTAR DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH TABALONG JAYA
PERSADA KABUPATEN TABALONG MASA JABATAN 2023-2027

NO.

NAMA

JABATAN KET

H. Syam’ani, SP, MP

Dewan Pengawas Perusahaan
Umum Daerah Tabalong Jaya
Persada Kabupaten Tabalong
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